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2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan
kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang
memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua
kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil
keputusan (Jensen dan Smith, 1984).
Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk
memahami corporate governance. Manajer mempunyai kewajiban untuk
memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Namun disisi lain, manajer
juga mempunyai kepentingan untuk memamksimalkan kesejahteraan mereka,
penyatuan kepentingan ini, sering kali menimmbulkan konflik yang dinamakan
konflik keagenan (Dessy,2008).
Hubungan agency sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih
(principal) yang melibatkan orang lain (agent) untuk melaksanakan beberapa
layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang
pengambilan keputusan kepada agen (Jansen dan Meckling (1976) .Teori
agensi yang memiliki saham sepenuhnya adalah pemilik (pemegang
saham)dan manajer di minta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian
pemegang saham, baik principal maupun agent diasumsikan sebagai orang
ekonomi yang rasional dan semata mata termotivasi oleh kepentingan pribadi
(Berle dan Means 1932).
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Teori yang melandasi teori agensi,Teori teori tersebut dibedakan
menjadi tiga jenis asumsi yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi
keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan
bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan dirinya sendiri (self
interest) memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality) dan tidak
menyukai resiko (risk aversion). Asumsi keorganisasian menekankan bahwa
adanya konflik antar anggota organisasi dan adanya asimetri informasi antara
principal dan agent. Sedangkan asumsi informasi menekankan bahwa
informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan, jadi yang
dimaksud dengan teori keagenan yaitu membahas tentang hubungan keagenan
antara principal dan agent. (Eisendhart.1989)
Konflik kepentingan antar agent dan principal dalam mencapai
kemakmuran yang dikehendakinya disebut sebagai masalah keagenan (agency
problem). Masalah keagenan tersebut dapat terjadi akibat adanya asimetri
informasi antara pemilik dan manajer. Asimetri informasi ini terjadi ketika
manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan
mendapatkan informasi di banding lebih cepat dari pada pihak eksternal,
seperti investor dan kreditor. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada
manajer untuk menggunakan informasi yang diketahuinya untuk
memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan
kemakmuranya (Richardson,1998).
Informasi asimetry mempunyai dua tipe, tipe pertama, adverse
selection. Pada tipe ini pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit
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dibandingkan pihak lain tidak akan mau untuk melakukan perjanjian dengan
pihak lain tersebut apapun bentuknya, dan jika tetap melakukan perjanjian dia
akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat
tinggi. Contohnya, adalah kemungkinan konflik yang terjadi antara orang
dalam (manajer) dengan orang luar (investor potensial). Berbagai cara dapat
dilakukan oleh manajer untuk memperoleh informasi di bandingkan investor,
misalnya dengan menyembunyikan, menyamarkan, memanipulasi informasi
yang diberikan kepada investor. Akibatnya investor tidak yakin terhadap
kualitas perusahaan atau membeli saham perusahaan dengan harga sangat
rendah (Scott. 1967). Contoh lain dari informasi asimetri adalah ketika
kreditor dan pemegang saham minoritas memiliki informasi yang lebih sedikit
dibandingkan manajer dan pemegang saham, mayoritas tipe kedua dari
informasi asimetri adalah moral hazard. Moral hazard terjadi ketika manajer
melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk kepentingan
pribadinya dan menurunkan kesejahteraan pemilik. Contohnya pada
perusahaan yang relatif besar,dengan terpisahnya kepemilikan dan
pengendalian manajemen, maka sulit bagi pemegang saham dan kreditur
untuk melihat sejauh mana kinerja manajer sejalan dengan tujuan yang
diinginkan pemegang saham, manajer cenderung bekerja kurang optimal.
Moral hazard juga menghambat operasi perusahaan secara efisien. Isu good
corporate governace muncul sekitar tahun 1934 karena terjadi nya pemisahan
antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Dalam pemisahan ini
pemilik memberikan kewenangan kepada pengelola (manajer atau direksi)
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untuk mengurus jalannya perusahaan, seperti mengelola dana dan mengambil
keputusan perusahaan atas nama pemilik (Berle & Jeans,1934). Corporate
governace dapat digunakan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara
pemilik pengelola perusahaan.
2.2 Biaya Keagenan
Menurut teori keagenan dari Jansen & Meckling (1976), permasalahan
keagenan ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan asimetri
informasi antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent).
Perbedaan kepentingan di karenakan oleh kemungkinan bahwa agent tidak
selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Oleh karena itu perlu
adanya suatu mekanisme pengawasan untuk meminimumkan konflik
kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Munculnya mekanisme
pengawasan atau kegiatan pemantauan ini akan menyebabkan timbulnya suatu
biaya yang disebut dengan agency cost.Biaya keagenan (Agency cost) adalah
biaya yang dikeluarkan pemilik untuk mengatur dan mengawasi kinerja para
manajer sehingga mereka bekerja untuk kepentingan perusahaan. Jansen &
Meckling (1976) menyebutkan tiga jenis biaya keagenan yaitu meliputi
monitoring cost,bonding cost, residual losses. Monitoring cost adalah biaya
yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku para
agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent,
contohnya seperti biaya audit dan biaya untuk menetapkan rencana
kompensasi manajer, pembatasan anggaran, dan aturan-aturan operasi.
Bonding cost adalah biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan
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mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk
kepentingan principal. Contohnya seperti biaya yang dikeluarkan oleh
manajer untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemegang saham.
Sedangkan residual lost timbul dari kenyataan bahwa tindakan agent kadang
berbeda dari tindakan yang memaksimumkan kepenting principal.
2.3 Struktur Modal
Teori struktur modal atau struktur keuangan dimulai oleh David
Durand pada tahun 1952 yang mengemukakan bahwa perhitungan nilai
perusahaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, periode kedua,
Modigliani dan Miller (1958) mengeluarkan teori keuangan dan dianggap
merupakan awal dari teori struktur modal.Teori ini dikenal dengan teori MM
dengan proposisi I, II Dan III, baik tanpa pajak maupun dengan pajak. Ketiga,
Donaldson (1961) mengemukakan teori pecking order yang membahas urutan
pendanaan perusahaan. Selanjutnya pada periode keempat muncul Stiglizt
(1969), Haugen dan Papas (1971) dan Rubenstein (1973) yang menawarkan
model atau teori trade-off tentang financial distress. Teori ini dikenal juga
dengan sebutan teori balancing. Periode kelima, Jansen dan Meckling (1976)
mengemukan teori agensi yang berkaitan dengan nilai perusahaan, yaitu
dengan adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (agent)
dengan pemegang saham (principal). Adapun Myers (1984) mengkritik
temuan teori pecking order dan teori trade-off yang berpendapat bahwa
terdapat inkonsistensi pada kedua pemikiran tersebut. Hal ini terjadi karena
adanya informasi asymetris.
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Dari sejumlah teori yang akan diuraikan, secara garis besar
mengandung dua dasar pemikiran atau alasan perusahaan ketika membuat
keputusan untuk memilih sumber dana tertentu. Pertama, perusahaan
mendasarkan keputusan pendanaan pada struktur modal yang di targetkan atau
struktur modal yang optimal. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk
mempertahankan struktur modal yang optimal untuk memaksimalkan nilai
perusahaan. Struktur modal yang optimal dibentuk dengan menyeimbangkan
benefit misalnya berupa penghematan pajak karena pembayaran
bunga,terhadap cost misalnya berupa biaya kebangkrutan.Alasan pendanaan
seperti ini didasarkan pada pemikiran teori balancing.
Kedua perusahaan berusaha untuk menerbitkan sekuritas berdasarkan
suatu urutan yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan tidak
mendasarkan keputusan pendanaan pada suatu struktur modal yang di
targetkan, pemikiran seperti ini disebut dengan teori pecking order.
Menurut Husnan (2000:275),struktur modal adalah perbandingan
antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri.
Struktur modal juga dapat didefenisikan sebagai perimbangan atau
perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto
2001:296). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan
bahwa struktur modal adalah perbandingan antara utang jangka panjang
dengan modal sendiri.
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2.3.1 Rasio Struktur Modal
Weston dan Copeland memberikan suatu konsep tentang faktor
leverage sebagai rasio proksi dari struktur modal.Faktor leverage adalah rasio
antara nilai buku seluruh hutang (debt= D) terhadap total aktiva (total aset =
TA) atau nilai total perusahaan.Bila membahas tentang total aktiva yang
dimaksudkan adalah total nilai buku dari aktiva perusahaan berdasarkan
catatan akuntansi.Nilai total perusahaan berarti total nilai pasar seluruh
komponen seluruh modal perusahaan. Rasio leverage merupakan rasio untuk
mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan.Struktur
permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka
panjang,saham preferen dan modal pemegang saham (Andy azhari,2015).
2.3.2 Long Debt to Asset Ratio (LDAR)
Long Debt to Asset Ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa
besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Menurut
Modligiani dan Miller dalam buku Brigham dan Houston (2001) berpendapat
bahwa “suatu perusahaan yang memiliki rasio hutang (leverage) akan
memiliki nilai (value) lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa
memiliki leverage, kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran
bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir
kepada investor menjadi semakin besar”. Berdasarkan penelitian sebelumnya
LDAR memiliki hasil yang tidak konsisten. Penelitian Septiani (2009) bahwa
LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, sedangkan
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penelitian Rahmadani (2010) bahwa LDAR tidak berpengaruh terhadap pajak
penghasilan badan terutang.
2.3.3 Debt to Equity Ratio (DER)
Debt to Equity Ratio merupakan suatu perbandingan antara nilai
seluruh hutang (total debt) dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan
persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi
pinjaman. “Semakin tinggi rasio semakin rendah pendanaan perusahaan yang
disediakan oleh pemegang saham, dari perspektif kemampuan membayar
kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik
kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang”. (Erna,
2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya DER memiliki ketidakkonsistenan.
Penelitian Yulianti (2008) dan Rahmadani (2010) bahwa DER berpengaruh
terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan penelitian Septiani
(2009) bahwa DER tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan
terutang.
2.3.4 Komponen Strukur Modal
Menurut warsono (2003:236) struktur modal suatu perusahaan secara
umum terdiri dari dua komponen, yakni hutang jangka panjang dan modal
sendiri, yang diuraikan sebagai berikut :
1. Hutang jangka panjang (long term debt)
Menurut Keown (2004:38) hutang jangka panjang meliputi pinjaman
dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka
panjang lebih dari 12 bulan.pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa
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pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan
modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain,atau membeli mesin dan
peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang yang diperoleh melalui penjualan
surat surat obligasi dalam surat obligasi ditentukan nilai nominal bunga per
saham dan jangka waktu pelunasan obligasi tersebut).
2. Modal sendiri
Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang
diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham.modal sendiri
diharapkan tetap berada dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak
terbatas sedangkan modal pinjaman memliki jatuh tempo.ada 2 sumber utama
dari modal sendiri yaitu modal saham preferen dan modal saham
biasa,sebagaimana dijelaskan berikut ini :
a. Modal saham preferen
Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak
istimewa yang menjadikan nya lebih senior atau lebih diprioritaskan dari pada
pemegang saham biasanya.oleh karena itu,perusahaan tidak memberikan
saham preferen dalam jumlah yang banyak.
b. Modal saham biasa
Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang
menginvestasikan uangnya dengan mengharapkan pengembalian dimasa
yang akan datang. pemegang saham biasa kadang kadang disebut pemilik
residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas
pendapatan dan aset telah dipenuhi.
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2.4 Pengertian Manajemen Laba
Manajemen laba secara umum didefenisikan sebagai upaya manajer
perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi
dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang
ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto). Istilah
intervensi dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba
sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktifitas rekayasa
manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya intervensi itu dilakukan
manajer perusahaan dalam kerangka standart akuntansi,yaitu masih
menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara
umum.
Menurut Healy and Wahlen, manajemen laba terjadi ketika para
manajer menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan
mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga
menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang
diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang
menggunakan angka angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan
keuangan.
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2.4.1 Motivasi Manajemen Laba
Secara umum terdapat beberapa hal yang memotivasi individu atau
badan usaha melakukan tindakan creative accounting atau manajemen laba
(Andy  Azhari. 2015), yaitu :
a. Motivasi Bonus
Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan
sejumlah insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kerja manajer
dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam
jumlah relatif tetap dan rutin, semantara bonus yang relatif lebih besar
nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area
pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemagang saham.kinerja manajer
salah satu nya diukur dari pencapaian laba usaha.pengukuran kinerja
berdasarkan laba dan skema bonus  tersebut memotivasi para manajer untuk
memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka
melakukan tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang
baik demi mendapatkan bonus yang maksimal.
b. Motivasi utang
Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham untuk
kepentingan ekspansi perusahaan, manajer sering kali melakukan beberapa
kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Agar
kreditor mau menginvestasikan dana nya di perusahaan tentunya manajer
harus menunjukan performa yang baik dari perusahaan nya.untuk memperoleh
hasil maksimal,yaitu pinjaman dalam jumlah besar,prilaku kreatif dari manajer
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untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun sering
kali muncul.
c. Motivasi Pajak
Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan go
public dan selalu untuk kepentingan harga saham,tetapi juga untuk
kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang
belum go public. Perusahaan yang belum go public cenderung melaporkan
dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah
dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk
bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah olah laba
fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan
kebijakan akuntansi perpajakan.
d. Motivasi Initial Public Offering (IPO).
Motivasi ini banyak digunakan perusahaan yang akan go public
ataupun yang sudah go public. Perusahaan yang akan go public akan
melakukan penawarann saham perdananya ke public atau lebih dikenal dengan
istilah Initial Public Offering (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha
dari calon invetor. Begitupun dengan perusahaan yang sudah go public untuk
kelanjutan dan ekspansi usahanya.
e. Motivasi Pergantian Direksi
Praktik manajemen laba biasa nya terjadi pada sekitar periode
pergantian direksi atau chief executive officer (CEO). Menjelang berakhirnya
masa jabatan, direksi cenderung bersifat kreatif dengan memaksimalkan laba
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agar performa kerja nya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat.
Motivasi utama yang mendorong hal tersebut adalah untuk memperoleh bonus
yang maksimal pada akhir jabatannya.
f. Motivasi Politis
Motivasi ini biasa nya terjadi pada perusahaan besar yang bidang
usaha nya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan
perusahaan strategis semisalnya,perminyakan, gas, listrik, dan air.Demi
menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan perusahaan tersebut
cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga
prestasi atau kinerja nya tidak terlalu baik karena jika sudah baik,
kemungkinan besar subsidi tidak lagi diberikan.
Dari penjelasan diatas terdapat beberapa motivasi yang mendorong
terjadi nya manajemen laba, namun yang sejalan dengan penelitian ini yaitu
ditinjau dari motivasi perpajakan (taxation motivations). Scot mengemukakan
bahwa motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang
paling nyata ,namun demikian kewenangan pajak cenderung untuk
memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan
kena pajak. Seharusnya secara umum perpajakan tidak mempunyai peran
besar dalam keputusan manajemen laba. Inti nya manajer termotivasi untuk
melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba demi mengurangi beban
pajak yang harus dibayar.
26
2.5 Pengertian Biaya Operasional
Konsep biaya menurut Charter (2012:30) adalah suatu nilai tukar,
pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan
manfaat. Pengeluaran atau pergorbanan dalam akuntansi keuangan,
dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau atas aset lain. Adapun biaya yang
terjadi dan dibukukan dalam laporan laba rugi selanjutnya disebut dengan
beban.
Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya  mengeluarkan
biaya sebagai penunjang, salah satunya yaitu biaya operasional. Rudianto
(2006:23) merumuskan perhitungan biaya operasional sebagai berikut:
Biaya operasional = Biaya penjualan + biaya administrasi dan umum
Biaya pemasaran/penjualan merupakan keseluruhani biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang produksi hingga
sampai kepada konsumen,sedangkan biaya administrasi dan umum
menampung keseluruhan aktivitas administrasi berkaitan dengan kantor, yaitu
urusan hukum, merk dagang, pajak, biaya listrik dan telpon, dan lain
sebagainya (Rudianto, 2006:209).
2.6 Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Pajak Penghasilan yang tercantum pada pasal 2 (1)
mendefinisikan pajak penghasilan yaitu pajak yang terutang oleh wajib pajak
untuk tiap penghasilan yang diterima dari berbagai sumber baik dari dalam
negeri maupun luar negeri dengan nama dan bentuk apapun. Salah satu subjek
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pajak penghasilan adalah badan usaha, sehingga pajak penghasilan badan
dapat didefinisikan sebagai pajak yang terutang oleh badan berkedudukan di
Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode
tahun pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan badan suatu perusahaan
perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu atas laporan keuangan
komersial.
Menurut Muljono dan Wicaksono (2009:59), koreksi fiskal adalah
koreksi yang diakibatkan adanya perbedaan pengakuan perhitungan laba
menurut akuntansi komersial dengan laba menurut ketentuan perpajakan
(fiskal). Perbedaan pengakuan akuntansi dengan perpajakan dapat berupa beda
tetap dan beda temporer.
Dilakukannya koreksi fiskal pada laporan laba/rugi komersial
dimaksudkan untuk memperoleh besarnya penghasilan kena pajak atau yang
disebut laba fiskal. Setelah diketahui besarnya laba fiskal selanjutnya
dikalikan dengan tarif pajak badan sesuai ketentuan yaitu pasal 17 (1)
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sehingga
untuk menghitung besarnya pajak penghasilan dari perusahaan atau badan
adalah sebagai berikut:
Laba fiskal x tarif pajak penghasilan badan
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2.7 Pandangan Islam tentang Manajemen Laba
Pandangan islam tentang Manajemen Laba adalah Dalam ayat ini
Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan,
menggunakan,(dan segala bentuk transaksilainnya) harta orang lain dengan
jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh
melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan
dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga
melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling
membunuh.Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih
sayang-Nya, karena Allah itu Maha Pengasih.
a. Surat An-Nisa ayat 29 :
                  
      
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman,janganlah kalian memakan
harta-hartakalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali
dengan perdagangan yangkalian saling ridha. Dan janganlah kalian
membunuh diri-diri kalian,sesungguhnya Allah itu Maha Kasih
Sayang kepadakalian”
Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenaihukum transaksi secara
umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan,bisnis jual beli, dan
transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta seperti laba diatur dalam
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Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU/GAAP). Hal
tersebut telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :
                      
       
Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan(janganlah) kamu membawa
(urusan)harta itu kepada hakim, supaya kamudapat memakan sebahagian
dari padaharta benda orang lain itu dengan (jalanberbuat) dosa, padahal
kamu mengetahui. ”(Al-Baqarah: 188).
b. Hadis
Bahwasannya Rasululah saw. Berpapasan dengan seorang penjual
makanan, lalu beliau bertanya kepada orang itu,"bagaimana caramu
menjual makanan ini?" dan orang itupun menerangkan apa yang
ditanyakan Nabi itu. Kemudian Allah mewahyukan kepada beliau: "Masuk
kan tanganmu dalam makanan itu". Nabi lalu memasukkan tangan beliau,
dan ternyatamakanan yang ada di bagian bawahnya busuk. Maka beliau
pun lalu berkata:"Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang menipu
kami". Juga riwayat dari Ibn' Abbas, bahwasannya Rasulullah saw.
bertemu dengan seorang penjual makanan di pasar Madinah yang amat
menarik perhatian beliau. Lalu beliau memasukkan tangannya ke bahan
makanan yang ada di bagian bawah, dan mengeluarkan sesuatu yang tidak
sama dengan yang ada di permukaan. Maka beliau pun memarahi penjual
makanan itu, dan kemudian berseru: Ayyuhā al-nās, tidak dibenarkan
menipu dikalangan kaum Muslimin, dan barang siapa yang menipu kami,
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ia tidak termasuk golongan kami. Jadi inti dari riwayat ini yaitu
dilarangnya mengambil keuntungan dalam jual beli dengan jalan menipu.
Dalam hadis di atas dapat dipahami bahwasanya larangan
mengambil keuntungan atau laba yang diperoleh dengan jalan menipu atau
menyamarkan perdagangan dengan menyembunyikan cacatnya barang
dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk yang
menipu, yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh
pembeli. Juga mengandung makna bahwasanya Islam tidak memberikan
batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Hal ini
diserahkan kepada hati nurani masing masing orang muslim dan tradisi
masyarakat sekitar, dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan
kebijakan serta larangan memberikan madarat terhadap diri sendiri
ataupun terhadap orang lain, yang memang menjadi pedoman bagi semua
tindakan dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan.
Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh
secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah
pihak yang melakukan transaksi jual beli.
Sedangkan dalam manajemen laba terkandung unsur “mengemas”
dalam bentuk yang tidak sesuai dengan hakikatnya untuk mengecoh dalam
pelaporan keuangan perusahaan.Seperti pola manajemen laba Income
maximization dimana seorang manajer memaksimalkan laba yang
dilaporkan agar income maximization dilakukan pada saat laba mengalami
penurunan.Kecenderungan manajer untuk memaksimalkan laba juga dapat
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dilakukan pada perusahaan yang melakukan suatu pelanggaran perjanjian
utang. Selain itu pola Income smoothing yang dilakukan perusahaan
dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi
fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih
menyukai laba yang relatif stabil. Hal tersebut jelas tidak diperbolehkan
dalam syariat Islam.Dimana mengambil keuntungan dalam hal ini laba,
dengan melakukan tidankan menipu atau menyamarkan perdagangan
dengan menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau
menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk yang menipu, yang tidak
sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli, tidak
diperbolehkan.
Bila dilihat dari prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan
dalam kaidah muamalah, laba dalam Islam tidak hanya berpatokan pada
bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut, akan tetapi juga
adanya keselarasan dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah
kemanusiaan dan Islam.
Tetapi, tidak semua yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan
manusia serta ada manfaat di dalamnya, dapat diperjualbelikan atau
dikonsumsi oleh manusia. Laba yang merupakan hasil dari sebuah proses
transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai dari kualitasnya, bukan hanya
sekedar kuantitasnya. Prinsip ini sesuai dengan kaidah al jazu min jinsil al
amal, bahwa balasan itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap laba
yang dihasilkan melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi
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bisnis yang tidak diakui oleh syariah tidaklah dipernolehkan. Hal ini bisa
dilihat melaui model-model bisnis yang dikembangkan oleh Rasulullah
dalam meraih laba yang benilai materil serta keberkahan.
Untuk mendapatkan laba yang bersih dari unsur riba dan
kecurangan, Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme
transaksinya.
1) Prinsip saling ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang
terjadi ketika barang yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak
termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula penetapan
harganya.
2) Prinsip kemudahan atau taawun dalam bertransaksi menunjukkan laba
yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi sang
penjual (selforiented), akan tetapi juga diharapkan dapat memberikan
manfaat kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat.
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2.8 Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai
masalah yang penting ( Sugiono, 2010).
Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, serta permasalahan yang
telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut
disajikan kerangka pemikiran.
Untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:




















Penelitiaan mengenai Pengaruh Struktur Modal, Manajemen laba, dan
Biaya Operasional terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur
sektor industri dasar kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia periode
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1. Pengaruh Long Term Debt to Asset Rasio (LDAR) terhadap PPh badan
terutang
Long Term Debt to Asset Ratio adalah rasio yang mengukur seberapa
besar jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang jangka
panjang.Aktiva didanai dari dua sumber: yaitu dari investor dan
kreditor.Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga
yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor
obligasi.Peraturan Perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian
dari biaya usaha. Oleh karena itu,semakin besar bunga hutang perusahaan
maka pajak yang terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya
unsur biaya usaha sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor
17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur
pengurang penghasilan kena pajak.Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Endah Nilam Rahmadhani (2010) tentang pengaruh Long Term Debt to Asset
Ratio terhadap pajak penghasilan badan terutang menunjukan semakin besar
rasio Long Term Debt to AssetRatio maka akan menurunkan jumlah pajak
penghasilan badan terutang.
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Berdasarkan keterkaitan antar variabel Long Term Debt too Asset Rasio
terhadap pajak penghasilan badan terutang maka hipotesis yang akan diajukan
yaitu:
H1: Long Term Debt too Asset Rasio berpengaruh signifikan terhadap
pajak penghasilan badan terutang
2. Pengaruh Debt to Equity Ratio ( DER) terhadap Pajak Penghasilan Badan
Terhutang
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan rasio total hutang dengan
ekuitas yang didefenisikan sebagai proporsi penggunaan total hutang dengan
modal sendiri (ekuitas) dalam kebijakan struktur modal perusahaan. Semakin
tinggi rasio berarti semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan
oleh pemegang saham. Peraturan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia
membedakan perlakuan biaya bunga pinjaman dengan pengeluaran
deviden,bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (Tax
deductible) sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 tahun 2000
sedangkan pengeluaran deviden tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (Non
Tax deductible) sesuai pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomer 17 tahun 2000.
Pendanaan yang didominan berdasar dari hutang akan menimbulakan biaya
berupa bunga hutang yang tinggi,yang tentunya hal ini akan berdampak pula
pada besaran pajak perusahaan.Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Endah Nilam Rahmadani (2010) tentang pengaruh Debt to Equity Ratio
berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pajak
penghasilan badan terutang. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan
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oleh yulianti tentang pengaruh Debt to Equity Rasio terhadap pajak
penghasilan badan terutang yang menunjukan bahwa Debt to Equity Ratio
berpengaruh signifikan dan dan memiliki hubungan negatif terhadap pajak
penghasilan badan terutang yang berarti semakin besar Debt to Equity Ratio
maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan terutang.
Berdasarkan keterkaitan antar variabel Debt to Equity Ratio terhadap
pajak penghasilan badan terutang maka hipotesis yang akan diajukan yaitu :
H2: Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap pajak
penghasilan badan terutang.
3. Pengaruh Manajemen Laba terhadap pajak Penghasilan Badan
Terutang
Manajemen laba adalah sebagai upaya manajer perusahaan untuk
mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan
keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui
kinerja dan kondisi perusahaan. (Sulistyanto). Perpajakan dapat menjadi
motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara
memperkecil taxable income dalam rangka mengurangi pajak. Berbagai
metode akuntansi digunakan pihak manajemen dalam rangka penghematan
pajak.penelitian yang dilakukan oleh Chandra Yuliana (2011) menunjukan
hasil bahwa motivasi pajak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.
Berdasarkan keterkaitan antar variabel manajemen laba terhadap pajak
penghasilan badan terutang maka hipotesis yang akan diajukan yaitu :
H3: Manajemen Laba Berpengaruh Signifikan terhadap Pajak
Penghasilan Badan Terutang.
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4. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan
Terutang
Konsep biaya menurut Charter (2012:30) adalah suatu nilai tukar,
pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan
manfaat. Pengeluaran atau pergorbanan dalam akuntansi keuangan,
dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau atas aset lain. Adapun biaya yang
terjadi dan dibukukan dalam laporan laba rugi selanjutnya disebut dengan
beban.
Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya  mengeluarkan
biaya sebagai penunjang, salah satunya yaitu biaya operasional. Rudianto
(2006:23).
Berdasarkan keterkaitan antar variabel Biaya Operasional terhadap
pajak penghasilan badan terutang maka hipotesis yang akan diajukan yaitu :
H4: Biaya Operasional Berpengaruh Signifikan terhadap Pajak
Penghasilan Badan Terutang.
